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GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 28 TAHUN 2026
TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan
Daerah Nomor Tahun 2026 tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025 perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Provinsi
Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
3. Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004  tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);
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Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang
Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 7153);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
06757);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6864);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis
Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017
tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan
Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera
Utara Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Sumatera Utara Nomor 63);

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara
(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera
Utara Nomor 64) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan
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dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara
(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025
Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera
Utara Nomor 895);

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara
Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera
Utara Tahun 2024 Nomor 7);

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera
Utara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi
Sumatera Utara Tahun 2025 Nomor 7);

Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2017 tentang Kebijakan
Pengelolaan Barang Persediaan di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera
Utara Tahun 2017 Nomor 9);

Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pedoman
Pelaksanaan Transaksi Non Tunai (Berita Daerah Provinsi
Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 16);

Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2021 tentang
Penyusutan dan Kapitalisasi Aset Tetap Pada Pemerintah
Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera
Utara Tahun 2021 Nomor 10);

Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2024 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025 (Berita
Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Nomor 37)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2025 tentang
Perubahan Ketujuh atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara
Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara
Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Sumatera

Utara Tahun 2025 Nomor 34);
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25. Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2025 tentang Kebijakan
Akutansi Berbasis Akrual (Berita Daerah Provinsi Sumatera
Utara Tahun 2025 Nomor 19);

26. Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2025 tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025
(Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 Nomor
43) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2025 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara
Nomor 43 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera
Utara Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi
Sumatera Utara Tahun 2025 Nomor 54);

MEMUTUSKAN :
PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA
UTAR TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025 sebagai berikut:
1. Pendapatan:
a. Pendapatan Asli Daerah Rp 5.686.229.835.629,26
b. Pendapatan Transfer Rp 5.938.347.773.485,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah
yang Sah Rp 402.754.580.542,00
Jumlah Pendapatan Rp 12.027.332.189.656,26
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Belanja:
a. Belanja Operasional
1) Belanja Pegawai
2) Belanja Barang dan Jasa
3) Belanja Hibah
4) Belanja Bantuan Sosial
Jumlah Belanja Operasi
b. Belanja Modal
1) Belanja Modal Tanah
2) Belanja Modal Peralatan dan
Mesin
3) Belanja Modal Gedung dan
Bangunan
4) Belanja Modal Jalan, Irigasi
dan Jaringan
5) Belanja Modal Aset Tetap
Lainnya
6) Belanja Modal Aset Lainnya
Jumlah Belanja Modal
c. Belanja Tak Terduga
Belanja Tak Terduga
Jumlah Belanja Tak Terduga
d.Belanja Transfer
1) Belanja Bagi hasil
2) Belanja Bantuan Keuangan
Jumlah Belanja Transfer
Jumlah Belanja
Surplus/Defisit
Pembiayaan:
a. Penerimaan Pembiayaan
b. Pengeluaran Pembiayaan
Jumlah Pembiayaan Neto

SiLPA

Rp 3.554.032.291.729,80
Rp 2.726.008.931.921,86
Rp 799.152.656.001,00
Rp 14.068.085.166,00
Rp 7.093.261.964.818,66

Rp 0,00

Rp 326.728.867.489,00

Rp 156.913.073.342,84

Rp 596.142.299.760,67

Rp 135.862.052.429,00

Rp 1.616.560.750,00
Rp 1.217.262.853.771,51

Rp  67.551.879.437,80
Rp  67.551.879.437,80

Rp 2.979.389.050.110,00
Rp 148.372.020.622,00
Rp 3.127.761.070.732,00
Rp11.505.837.768.759,97
Rp 521.494.420.896,29

Rp 10.992.525.896,56
Rp 0,00
Rp 10.992.525.896,56
Rp 532.486.946.792,85




Pasal 2
Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur ini.

Pasal 3
Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan
realisasi anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.1
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan

Gubernur ini.

Pasal 4
Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran 1.1 yang merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita

Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Salinan Sesugi dengan Aslinya Ditetapkan di Medan
pada tanggal 14 Oktober 2026
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

NIP. 19690421Y199003 2 003 ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Diundangkan di Medan
pada tanggal 20 Oktober 2026
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd
TIMUR TUMANGGOR

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2026 NOMOR 29




